BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

FEEHRAPH <ERTA REHAR A

NOMOR 2 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pembentukan Peraturan Daerah, perlu adanya petunjuk
pelaksanaan sebagai pedoman penyusunan peraturan perundang-
undangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun
2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



4.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

8.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004
tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

H N

@ N oo

10.

Daerah adalah Kabupaten Bandung.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD
Kabupaten Bandung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD
adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah
yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan,
pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan
produk hukum daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan.

Produk Hukum Daerah adalah peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah
dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen
perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana,
terpadu, dan sistematis.

Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin
diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan
Daerah, termasuk di dalamnya kajian akademik dan/atau naskah lain yang dipersamakan.

Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran
Daerah atau Berita Daerah.

Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan utuk
mengundangkan peraturan daerah.

Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas memberikan asistensi
dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah dan DPRD.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Program Legislasi Daerah adalah :

a.

memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-
undangan di Kabupaten Bandung;

menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah merupakan program
yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan
Peraturan Daerah; dan

menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi diantara Pemerintah Daerah dan DPRD,
dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Program Legislasi Daerah adalah :

a.

mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian dari pembangunan
hukum;

membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan
lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan,
instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota
masyarakat;

membentuk Peraturan Daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan
aspiratif;

mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum;
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e. mengganti Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan
masyarakat; dan

f. mengisi kekosongan hukum sebagai pengarah lingkungan strategis yang sangat cepat
berubah, sepanjang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Pasal 4

Penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara
terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui
Badan Legislasi.

Pasal 5

Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 memuat rencana pembentukan
Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan
perundang-undangan lainnya, yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah, meliputi :

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang akan diwujudkan;
c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 6

Program Legislasi Daerah disusun setiap tahun.

Pasal 7

(1) Program Legislasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, paling lambat setiap
awal tahun anggaran.

(2) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk
kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan usulan Bupati dan DPRD.

Pasal 8

(1) Program Legislasi Daerah disusun berdasarkan skala prioritas.

(2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
pertimbangan :

a. merupakan perintah undang-undang;

b. terkait dengan Peraturan Daerah lain;

c. merupakan kelanjutan Program Legislasi Daerah tahun sebelumnya;
d

berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-
prinsip kesetaraan dan keadilan gender;

mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

LN ()

mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan/atau

g. secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
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BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9
(1) Penyusunan Program Legislasi Daerah yang merupakan hak prakarsa DPRD,

dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.

(2) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan
oleh Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 10

Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Bagian Kedua

Penyusunan Program Legislasi Daerah yang merupakan Hak Prakarsa DPRD

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 11

(1) Anggota DPRD dapat mengajukan usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Tata cara pengajuan usul Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD diatur
dalam Tata Tertib DPRD.

Paragraf 2
Badan Legislasi

Pasal 12

(1) Kewenangan Badan Legislasi diatur dalam Tata Tertib DPRD.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi berwenang:

a. meneliti dan menguji kelayakan Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan oleh Panitia Khusus; dan

b. meneliti dan mengevaluasi Peraturan Daerah yang berlaku untuk dikaji mengenai
efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Dalam mengkoordinasikan penyusunan Program Legislasi Daerah yang merupakan hak
prakarsa DPRD, Badan Legislasi dapat meminta atau memperoleh masukan dari masyarakat.
Pasal 14
Hasil penyusunan Program Legislasi Daerah yang merupakan hak prakarsa DPRD oleh Badan

Legislasi dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat
Daerah, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Program Legislasi Daerah.
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Bagian Ketiga

Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 15

Sekretaris Daerah mengkoordinasikan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Hukum
Sekretariat Daerah.

Pasal 16

Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima
dari SKPD.

Pasal 17

(1) Upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dilaksanakan melalui forum konsultasi dan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh
Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

(2) Dalam hal konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah dilengkapi dengan naskah akademik, maka naskah akademik dijadikan bahan
pembahasan dalam forum konsultasi dan sosialisasi.

Pasal 18
(1) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada
Bupati sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.

(2) Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau
memberikan arahan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, Bupati
menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi Rancangan
Peraturan Daerah dengan SKPD pemrakarsa.

Bagian Keempat

Penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah
Pasal 19

Hasil penyusunan Program Legislasi Daerah yang merupakan hak prakarsa DPRD dan hasil
penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dibahas oleh Badan
Legislasi guna sinkronisasi dan harmonisasi Program Legislasi Daerah.

Pasal 20

(1) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 19, dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam sidang Paripurna DPRD, untuk
selanjutnya dituangkan dalam naskah Kesepakatan Bersama antara Bupati dengan
DPRD.

(2) Program Legislasi Daerah yang telah disepakati bersama oleh Bupati dengan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
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Pasal 21

Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang
merupakan Program Legislasi Daerah belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai
dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka program pembentukan Peraturan Daerah
tersebut diprioritaskan dalam Program Legislasi Daerah tahun berikutnya.

Pasal 22

(1) Dalam keadaan tertentu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, prioritas
pembentukan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah jangka panjang,
menengah atau tahunan dapat diubah setelah disepakati bersama antara DPRD dan
Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan
Legislasi pada rapat Badan Musyawarah, dan selanjutnya dijadikan bahan untuk
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(3) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaporkan oleh
Badan Legislasi pada Sidang Paripurna DPRD berikutnya.

BAB V
TATA CARA PERSIAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 23
Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati,
masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang
berasal dari Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25
(1) Rancangan Peraturan Daerah diajukan oleh Bupati berdasarkan prolegda yang telah

disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai
dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan
daerah yang berasal dari Bupati, dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 26
Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat

disiapkan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi.

Pasal 27

(1) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan
surat pengantar Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Bupati.
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati.

Pasal 28

Pemrakarsa dalam menyusun rancangan peraturan daerah dapat terlebih dahulu
menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan
peraturan daerah.

Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
BABI  Pendahuluan.
A. Latar belakang.
B. Permasalahan.
C. Tujuan dan kegunaan.
D. Metode Pendekatan.
BAB II Ruang Lingkup Naskah Akademik.
Ketentuan Umum.
Asas dan Tujuan.
Materi Muatan.
Ketentuan Sanksi.

mo o w »

Ketentuan Peralihan.
F. Ketentuan Penutup.

BAB III Kesimpulan dan Saran.
BAB IV Lampiran.

Bagian Kedua
Pembahasan

Pasal 29
Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati.

Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-
tingkat pembicaraan di Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD.

Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam
rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus
menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

Pasal 30

Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.

Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali
berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.

Pasal 31

Pembahasan menitikberatkan pada substansi atau materi rancangan peraturan daerah.
Substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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(3)

a. latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan;
b. rumusan, implikasi, bahasa, penegakan dan keterkaitan antar norma;

¢. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan daerah yang
bersangkutan.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat
komisi atau gabungan komisi atau rapat panitia khusus yang dilakukan bersama antara
DPRD dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk/ditugaskan.

Pasal 32

Apabila dalam satu masa sidang, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan
rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah
rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai
bahan untuk dipersandingkan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

4

(1)

(2)

Bagian Ketiga

Penetapan
Pasal 33

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
persetujuan bersama.

Pasal 34

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh
Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.

Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan
daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan.

Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah
Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat
Penomoran Dan Autentifikasi

Pasal 35

Penomoran dan autentifikasi peraturan daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah.

Penomoran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
nomor bulat.
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Pasal 36

Peraturan daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam
Lembaran Daerah.

Bagian Kelima

Perubahan Dan Pencabutan Peraturan Daerah

Paragraf 1
Perubahan Peraturan Daerah

Pasal 37

Perubahan peraturan daerah dilakukan dengan :
a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan daerah; atau
b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan daerah.

Pasal 38

Perubahan peraturan daerah dapat dilakukan terhadap:
a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau ayat; atau
b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

Pasal 39

Jika peraturan daerah yang diubah mempunyai hama singkatan, peraturan daerah perubahan
dapat menggunakan nama singkatan peraturan daerah yang diubah.

Pasal 40

Batang tubuh peraturan daerah perubahan terdiri atas:

a. Pasal I memuat judul peraturan daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran
Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma
yang diubah;

b. Jika peraturan daerah telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti
ketentuan pada butir a, juga tahun dan nomor dari peraturan daerah perubahan yang ada
serta Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan
huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, ¢, dan seterusnya);

c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku, dan dalam hal tertentu, Pasal II
juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan daerah perubahan, yang
maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan daerah yang diubah.

Pasal 41

Jika dalam peraturan daerah perubahan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf,
atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada
tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Pasal 42

Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat
baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan
ditambah huruf kecil a, b, ¢ dan seterusnya, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
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Pasal 43

Jika dalam peraturan daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal,
atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan
dengan diberi keterangan dihapus.

Pasal 44

Perubahan peraturan daerah yang mengakibatkan sistematika peraturan daerah berubah,
materi peraturan daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh per seratus), atau esensinya
berubah, maka peraturan daerah yang diubah dapat dicabut dan disusun kembali dalam
peraturan daerah yang baru.

Pasal 45

(1) Peraturan daerah yang telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan
pengguna peraturan daerah, maka peraturan daerah tersebut dapat disusun kembali
dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dengan
mengadakan penyesuaian pada:

a. urutan bab, bagian paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
b. penyebutan-penyebutan; dan
C. €jaan.

(2) Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati
dengan mengeluarkan suatu penetapan.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Pencabutan

Pasal 46
Apabila peraturan daerah tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan daerah yang
baru, peraturan daerah yang baru harus secara tegas mencabut peraturan daerah yang tidak
diperlukan tersebut.

Pasal 47
Peraturan daerah hanya dapat dicabut melalui peraturan daerah yang setingkat atau produk
hukum yang lebih tinggi.

Pasal 48
Peraturan daerah hanya dapat dicabut melalui peraturan daerah yang setingkat atau produk
hukum yang lebih tinggi.

Pasal 49
Jika peraturan daerah yang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah
diberlakukan, pencabutan peraturan daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam

ketentuan penutup dari peraturan daerah yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 50
Jika pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri,

peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi,
yaitu sebagai berikut :

a. Pasal I memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan daerah atau yang
sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku;

b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan daerah pencabutan
yang bersangkutan.
Pasal 51
Pencabutan peraturan daerah yang menimbulkan perubahan dalam peraturan daerah lain yang
terkait, tidak mengubah peraturan daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain
secara tegas.

Pasal 52

Peraturan daerah atau ketentuan yang telah dicabut, dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Bagian Keenam

Pengundangan
Pasal 53

(1) Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan daerah harus diundangkan dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

(2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan formal
suatu peraturan daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Pasal 54

Pengundangan peraturan daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 55
Peraturan daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal
diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Pasal 56
Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi peraturan daerah dengan
penjelasan, dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 57

(1) Peraturan daerah yang mempunyai penjelasan dicantumkan nomor Tambahan Lembaran
Daerah.

(2) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.
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BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 58

Pembiayaan pelaksanaan Program Legislasi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah melalui :

a. anggaran Sekretariat DPRD untuk Program Legislasi Daerah yang merupakan Hak
Prakarsa DPRD;

b. anggaran Sekretariat Daerah dan SKPD untuk penyusunan perencanaan pembentukan
Rancangan Peraturan Daerah untuk Program Legislasi Daerah yang berasal dari
Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai teknis pelaksanaannya,

ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Januari 2011
BUPATI BANDUNG
ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd
SOFIAN NATAPRAWIRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002
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